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ABSTRAK 

 Surat Edaran Kementerian Agama Nomor :P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri menjadi persoalan menarik karena 

memuat beberapa poin yang dinilai juga memberlakukan waktu tunggu atau ‘iddah 

bagi laki-laki, Surat Edaran ini menunjukkan adanya pergeseran dalam 

pemberlakuan hukum tentang ‘iddah, di mana sebelumnya ‘iddah hanya 

diberlakukan untuk istri pasca perceraian dan berbeda dengan ketentuan waktu 

tunggu yang diberlakukan bagi laki-laki dalam masa ‘iddah istri dengan tujuan agar 

tidak terjadinya poligami terselubung. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana respon 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya wilayah Jombang dan Tulungagung 

menanggapi Surat Edaran tersebut. Fokus penelitian ini adalah pertama, Respon 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung terhadap Surat Edaran 

Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan 

Dalam Masa ‘Iddah Istri, Kedua, metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Jombang dan Tulungagung dalam menanggapi Surat Edaran Kementerian 

Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 

‘Iddah Istri.  

 Penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan 

dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi bersama para kyai sekaligus tokoh MUI cabang Jombang dan 

Tulungagung. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif 

menggunakan teori maṣlaḥah mursalah karena objek dalam penelitian ini berkaitan 

dengan peraturan dan kaidah-kaidah agama. 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pertama Para tokoh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung memberikan respon yang 

bervariasi sebagian tokoh MUI menyetujui Surat Edaran tersebut karena dianggap 

sesuai dengan kaidah maṣlaḥah mursalah, Namun, ada juga perbedaan pendapat 

yang menekankan perlunya mempertimbangkan kaidah ushuliyah lainnya dan 

mengkritisi pandangan bahwa masa ‘iddah suami tidak diatur dalam agama. Kedua, 

Metode yang digunakan oleh para tokoh MUI Jombang dan Tulungagung dalam 

menanggapi Surat Edaran ini bervariasi. Mayoritas menggunakan pendekatan 

kaidah ushuliyah, khususnya maṣlaḥah mursalah, Di sisi lain, ada juga yang 

mengusulkan penggunaan kaidah ushuliyah lainnya seperti baraatur rohmiha, yang 

mempertimbangkan fakta bahwa laki-laki tidak hamil dan secara fikih boleh 

menikah lagi setelah perceraian. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman 

dalam pendekatan dan interpretasi kaidah ushuliyah di kalangan MUI terhadap teks 

agama dan kebijakan kontemporer. 

 

Kata Kunci: masa ‘iddah laki-laki, MUI Jombang dan Tulungagung, maṣlaḥah 

mursalah   
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ABSTRACT 

 Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs No: P-

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Regarding Marriage in the Wife's ‘Iddah Period which 

is an interesting issue because it contains several points that are considered to also 

impose a waiting time or ‘iddah for men, this Circular Letter shows a shift in the 

enforcement of the law on 'iddah, where previously 'iddah was only applied to wives 

after divorce and was different from the waiting time provisions that were applied 

to men during the wife's ‘iddah period with the aim of preventing covert polygamy. 

Based on this explanation, the researcher is encouraged to conduct further research 

on how the response of the Indonesian Ulema Council (MUI), especially the 

Jombang and Tulungagung regions, responds to the Circular Letter. 

 The focus of this research is first, the response of the Indonesian Ulema 

Council (MUI) of Jombang and Tulungagung to the Ministry of Religion Circular 

Letter Number: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Regarding Marriage in the Wife's 

‘Iddah Period, Second, the method used by the Indonesian Ulema Council (MUI) 

of Jombang and Tulungagung in responding to the Ministry of Religion Circular 

Letter Number: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Regarding Marriage in the Wife's 

‘Iddah Period. The focus of this research is the response of agreeing and disagreeing 

with the content of the Circular Letter from the leaders of the Indonesian Ulema 

Council (MUI) Jombang and Tulungagung and the impact of maṣlaḥah mursalah, 

type of field research and juridical-normative approach. 

 The results of the study have two conclusions, namely first, the Indonesian 

Ulema Council (MUI) leaders in Jombang and Tulungagung gave varied responses, 

some MUI leaders approved the Circular Letter because it was considered in 

accordance with the principles of maṣlaḥah mursalah. However, there were also 

differences of opinion that emphasized the need to consider other ushuliyah 

principles and criticized the view that the husband's ‘iddah period was not regulated 

in religion. Second, the method used by MUI leaders in Jombang and Tulungagung 

in responding to this Circular Letter varies. On the other hand, there are also those 

who propose the use of other ushuliyah rules such as baraatur rohmiha, which 

considers the fact that the man is not pregnant and is fiqhly allowed to remarry after 

divorce. This difference shows the diversity in the approach and interpretation of 

ushuliyah rules among MUI towards religious texts and contemporary policies. 

 

Keywords: male 'iddah period, MUI Jombang and Tulungagung, maṣlaḥah 

mursalah  
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MOTTO 

 

الْفاَتِحِيْنَ  خَيْر   وَانَْتَ  باِلْحَق ِ  قوَْمِناَ وَبيَْنَ  بيَْننَاَ افْتحَْ  رَبَّناَ  

“Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak 

(adil). Engkaulah pemberi keputusan terbaik.” 

(Q.S. Al-A’raf (9): 89) 

 

 وَا ول وا الْعِلْمِ قاَۤىِٕمًا ۢ باِلْقِسْطِ  

“Seseorang yang berilmu selalu bijaksana dalam sikapnya” 

(Q.S. Ali-Imran (3): 18)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Problematika perceraian yang muncul terutama yang berkaitan dengan 

perbuatan yang cenderung memberikan kerugian baik secara materiil atau 

immateril kepada salah satu pihak antara mantan suami dan istri pasca perceraian 

menjadi isu sosial yang mendapat cukup banyak tanggapan dan tindakan responsif 

oleh pemerintah yang berwenang. Kesewenangan mantan suami pasca perceraian 

seperti halnya perceraian secara sepihak dan pengabaian hak-hak istri dan anak 

pasca perceraian menjadi persoalan yang kerap tidak pernah terselesaikan dengan 

baik. Bahkan beberapa diantara pelaku perceraian secara sepihak dengan sengaja 

menjatuhkan talak kepada mantan istrinya agar dapat melakukan perkawinan 

secara siri dengan wanita lain meskipun masa ‘iddah dari pihak mantan istri masih 

berjalan, selain karena ketidaktahuan akan hukum yang berlaku, tindakan seperti 

ini dalam beberapa kasus memang sengaja dilakukan oleh mantan suami dengan 

tujuan agar dapat berpoligami tanpa harus meminta izin dari istri pertama yang 

akan di ruju’ setelah perkawinan dengan wanita lain dan tanpa harus melibatkan 

prosedur permohonan poligami di pengadilan yang memerlukan banyak tahapan 

administrative dan beban biaya dalam prosesnya.1 

                                            
1 Zuhrah, Fatimah. “Perceraian di Bawah Tangan di Indonesia: (Studi Terhadap 

Implementasi Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974).” Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim 

Societies, Vol. 1, No.1 (2020), hlm. 84. 
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Kehadiran Surat Edaran Kementrian Agama No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri, menjadi salah satu contoh upaya 

yang dilakukan untuk menegasikan alur pra pernikahan dan membatasi 

kesewenangan mantan suami yang akan melakukan pernikahan dengan wanita 

lain dalam masa ‘iddah dari pihak mantan istri yang masih berlangsung, dengan 

kekhawatiran akan terjadinya poligami terselubung.2 Meskipun juga terdapat 

beberapa peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan 

larangan perkawinan dalam masa ‘iddah, namun peraturan tersebut hanya 

dikhususkan bagi mantan istri. 

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku ketentuan waktu 

tunggu. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa 

seseorang hanya dapat melamar janda yang telah selesai masa ‘iddahnya dan 

Pasal 12 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa perempuan atau wanita yang 

ditalak suaminya yang masih berada dalam masa ‘iddah raj’i adalah haram dan 

dilarang untuk dipinang. Adapun dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam secara 

jelas lebih lanjut mengatur bahwa istri yang terputus perkawinannya maka berlaku 

waktu tunggu atau ‘iddah kecuali bagi perempuan yang tergolong dalam qobla 

dukhul atau perceraian kerena kematian suami.3 

                                            
2 Jayusman, Efrinaldi, E., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. “Perspektif Maṣlaḥah 

Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa ‘Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas 

Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri”, El-

Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol 3, No. 2 (2022), hlm. 53. 

 
3 Muhsin, Muhammad Najib Daud, dan Hulaimi Azhari. “Masa ‘Iddah Pasca Perceraian 

Dalam Kacamata Teori Mubadalah”, Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial 

Keagamaan, Vol. 23, No. 01 (2023), hlm. 106. 
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Berdasarkan penjelasan dalam beberapa peraturan diatas, terdapat perbedaan 

dalam muatan ketentuannya. Perbedaan ini terletak pada objek atau target dari 

tujuan penerapan peraturan tersebut dimana Surat Edaran Kemenag Tahun 2021 

tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri turut serta membebankan dampak 

ketentuan waktu tunggu atau masa ‘iddah bagi mantan suami ketika masa ‘iddah 

istri berlangsung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa poin yang dinilai 

memberlakukan waktu tunggu atau ‘iddah bagi laki-laki, sebagaimana yang 

tercantum dalam Surat Edaran Kemenag tersebut pada Bagian Ketentuan nomor 

tiga dan empat bahwa “Laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan 

dengan perempuan lain apabila telah selesai masa ‘iddah mantan istrinya” dan 

dilanjutkan pada poin selanjutnya “Apabila laki-laki mantan suami menikahi 

perempuan lain dalam masa ‘iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan 

merujuk mantan istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami 

terselubung”. Karena itu, harus menunggu hingga masa penantian istri selesai 

sebelum menikah lagi, yang seakan-akan memberikan pernyataan bahwa mantan 

suami memiliki masa ‘iddah atau masa tunggu. 

Surat Edaran ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pemberlakuan hukum 

atau ketentuan tentang ‘iddah dimana sebelumnya ‘iddah secara normative hanya 

diberlakukan untuk istri pasca perceraian dengan alasan moral untuk mengukur 

masa suci bagi istri.4 Berbeda dengan ketentuan waktu tunggu yang diberlakukan 

bagi laki-laki dalam masa ‘iddah istri dengan tujuan agar tidak terjadinya poligami 

                                            
4 Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A, “Masa ‘Iddah Suami Istri Pasca 

Perceraian”, Jurnal Al-Mizan, Vol. 17, No. 1 (2021), hlm. 86. 
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terselubung dan lainnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Kemenag 

tersebut. Upaya ini rupanya senada dengan apa yang dilakukan oleh sarjana 

hukum islam di beberapa tahun sebelumnya dengan menginiasikan Counter Legal 

Draft Kompilasi Hukum Islam dalam mengupayakan keberlakuan ‘iddah bagi 

laki-laki.5 

Adanya upaya pemberlakuan waktu tunggu atau ‘iddah bagi laki-laki dengan 

larangan perkawinan dalam masa ‘iddah mantan istrinya tentu menimbulkan 

keresahan sosial bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup dalam tradisi 

islam tradisional yang erat dengan literasi fiqh konvensional. Khoirun (2022),6 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkawinan suami pada masa ‘iddah istri 

diperbolehkan karena tidak adanya dalil atau hukum islam dalam al-quran yang 

melarangnya. Argumentasi inilah yang kerap menjadi dasar dari tindakan para 

suami yang sengaja melakukan poligami terselubung. 

Pemahaman mengenai kewenangan suami yang mutlak atas perceraian secara 

sepihak tanpa harus memperdulikan dampak hukum selanjutnya terutama dalam 

hal pemenuhan hak-hak bagi istri dan pasca perceraian masih mendominasi di 

beberapa wilayah seperti Kabupaten Jombang dan Tulungagung. Meskipun 

faktanya, tidak banyak dan cenderung sulit untuk menemukan kasus poligami 

terselubung. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penelitian serupa yang tidak 

                                            
5 Baidowi, Ahmad Yajid, “Analisis Tentang Peraturan Masa ‘Iddah Bagi Laki-Laki Dalam 

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam.” El-

Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 161-180. 

 
6 Ahmad, Afrizal, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pencabutan Penolakan 

Perkawinan Dengan Alasan Suami Dalam Masa Syibhul ‘Iddah (Studi Putusan No. 341/Pdt. 

P/2020/PA. Wsb)”. Diss. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. 
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banyak menghadirkan data poligami terselubung secara terperinci. Namun, 

beberapa diantaranya memiliki temuan menarik mengenai kasus poligami 

terselubung. 

Hajrah (2018),7 Rauzatul (2019),8 dan Arina (2022)9 dalam penelitiannya 

masing-masing di tempat yang berbeda memiliki beberapa persamaan dimana 

kasus poligami terselubung cenderung hanya bisa dibuktikan jika adanya para 

pihak yang melaporkan, baik dari pihak suami atau istri dalam pernikahan yang 

pertama atau pihak istri dari pernikahan yang kedua. Laporan diajukan ke 

pengadilan baik melalui alur perdata yang akan menjadi dalam bagian perkara 

itsbat nikah atau melalui alur pidana yang termasuk dalam unsur Penghalang 

Perkawinan yang dalam hal ini biasa dikenal dengan istilah poligami illegal. 

Dalam proses persidangan, banyak pengakuan yang muncul dari pihak yang 

berkaitan dengan tindakannya dalam poligami terselubung sehingga dari praktik 

persidangan inilah data-data dari praktik poligami terselubung dapat ditelusuri. 

Berdasarkan data dari CNN Indonesia, terdapat praktik poligami sirri yang 

dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang diakhiri dengan 

                                            
7 Maulina, Hajrah Rizky. Pandangan hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri terhadap 

penolakan Itsbat Nikah akibat Poligami terselubung: Studi kasus perkara nomer 1362/pdt. 

g/2016/pa. Kab. Kediri. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. 

 
8 Jannah, Rauzatul. Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut 

Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. 

 
9 Izzati, Arina Safara. Analisis putusan perkara nomor 0061/Pdt. P/2014/PA. Pmk tentang 

status dan hak anak hasil nikah siriL Studi di Pengadilan Agama Pamekasan. Diss. Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. 
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proses pemecatan oleh Mahkamah Agung.10 Kemudian dalam laman Badan Pusat 

Statistik Kab. Tulungagung juga menyertakan data perkara itsbat nikah yang 

disidangkan meningkat hingga 37 perkara.11 Meskipun, perkara itsbat nikah tidak 

berarti disebabkan karena adanya praktik poligami terselubung, namun berita ini 

menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa praktik semacam poligami 

sirri atau diam-diam bahkan poligami terselubung dapat dilakukan oleh siapapun 

dan dimanapun.  

Oleh karena itu, keterlibatan pemuka agama atau tokoh masyarakat yang dalam 

hal ini penulis memilih beberapa tokoh dari lembaga Majelis Ulama Indonesia 

wilayah Kab. Jombang dan Tulungagung, memiliki peranan penting karena selain 

dipercaya oleh masyarakat, para tokoh tersebut memiliki pengaruh dan 

kompetensi yang kuat dalam upaya transmisi keilmuan hukum islam baik 

konvensional dan komtemporer. Pemilihan tokoh MUI Jombang dan Tulungagung 

juga didasarkan pada keyakinan penulis tentang latar belakang para tokoh tersebut 

yang sangat akrab dengan budaya keilmuan konvensional dan tradisi 

pembelajaran kitab kuning yang kuat menjadi ketertarikan yang lain untuk melihat 

apakah respon yang diberikan dilandasi pada keilmuan fiqh klasik atau bahkan 

dapat mengimbangi dimensi keilmuan hari ini.  

                                            
10 “MA Pecat Hakim di Tulungagung Gegara Tak Izin Poligami,” diakses 22 Agustus 2024, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230204143111-12-908911/ma-pecat-hakim-di-

tulungagung-gegara-tak-izin-poligami. 

 
11 “Jumlah Perkara Menurut Jenis dan Keputusan di Kabupaten Tulungagung, 2023 - Tabel 

Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung,” diakses 22 Agustus 2024, 

https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTg3MCMx/jumlah-perkara-menurut-jenis-

dan-keputusan-di-kabupaten-tulungagung-2023.html. 
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Respon yang diberikan oleh para tokoh tersebut tidak semerta-merta menjadi 

fatwa yang harus diikuti oleh masyarakat di wilayah hukumnya masing-masing. 

Respon tersebut dalam tulisan ini dijadikan sebagai data untuk menguji apakah 

tokoh tersebut menyetujui atau menolak terhadap pemberlakuan dari Surat Edaran 

Kemenag tersebut mengingat pola atau dinamika masyarakat yang tidak mudah 

melakukan perubahan dengan berbagai macam faktor. 

Berdasarkan penjelasan ini, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang bagaimana respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya 

wilayah Jombang dan Tulungagung menanggapi surat edaran tersebut. Penelitian 

ini akan mengambil skripsi dengan judul “Respon Tokoh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Jombang dan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung 

Terhadap Surat Ederan Kementerian Agama Nomor:P-

005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri”. 

 

B. Rumusan masalah 

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan fokus penelitian yang diuraikan 

di atas, penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah berikut: 

1. Bagaimana Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan 

Tulungagung Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-

005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri? 

2. Apa metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan 

Tulungagung dalam menanggapi Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-

005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri? 
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3. Bagaimana Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Respon Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung Mengenai Surat Edaran 

Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang 

Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri? 

 

C. Manfaat kegunaan 

Menurut rumusan masalah yang telah sebutkan di atas, penelitian memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis respon Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

terhadap surat edaran kemenag tentang pernikahan dalam masa ‘Iddah istri. 

b. Menganalisis tentang Surat Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-

005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri 

menggunakan prespektif maṣlaḥah mursalah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menambahkan pengetahuan 

dan pemahaman tentang hukum pernikahan dalam masa ‘iddah istri yang 

diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. 

b. Secara praktis, memberikan kontribusi kepada perkembangan hukum islam 

di Indonesia dalam hal hukum keluarga yang mempertahankan asas legaliter 

dan memberi informasi tambahan tentang masalah keluarga serta tanggapan 
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibahas melalui hukum Islam tentang 

pernikahan suami saat masa ‘iddah mantan istrinya belum berakhir. 

 

D. Telaah Pustaka 

Peneliti telah melakukan penelitian ini untuk mempelajari bahan yang terkait 

dengan surat edaran kementerian agama ini. Penelitian ini juga membahas elemen 

teori yang relevan dan yang mereka pilih untuk menyelidiki masalah tersebut. 

Telaah pustaka atau tinjauan pustaka sangat penting agar penulis dapat 

menghindari plagiarisme dalam penelitian mereka serta tujuannya adalah untuk 

mencegah plagiat. 

Tesis yang ditulis oleh Abdul Malik dengan Judul “Surat Edaran Menteri Agama 

Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa 

‘Iddah Istri Prespektif Maṣlaḥah Mursalah”, Tahun 2022 Program Studi Magister 

Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta.12 Dalam tesis penulis meneliti tentang Pernikahan dalam 

masa ‘iddah istri adalah tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat (maqashid 

asy-syari'ah) yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi kedua belah 

pihak (suami dan istri) dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam surat edaran 

tersebut, masa ‘iddah untuk laki-laki tidak dimaksudkan untuk menciptakan 

hukum Islam baru, namun bertujuan untuk mendorong pemberlakuan hukum 

Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai maṣlaḥah. Pada transformasi strata 

                                            
12 Abdul Malik, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘Iddah Istri Prespektif Maṣlaḥah Mursalah”, Tesis: 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2023. 
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sosial, merupakan bentuk upaya untuk mengatasi perubahan hukum yang terus 

berkembang dan mengisi kekosongan hukum yang ada.  Surat edaran ini 

membatasi perilaku poligami tidak tercatat yang umum di masyarakat. Hukum 

diposisikan sebagai sistem subjek pelaku dan aturan siapa saja yang berwenang, 

bertindak, dan berkuasa untuk melakukan suatu perbuatan, menurut fungsi 

lainnya. Sebuah aturan diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 

terjadi, seperti poligami yang tidak tercatat. 

Skripsi yang ditulis oleh Habib Nur Faizi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Tehadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan 

Dalam Masa ‘Iddah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih 

Mataram Kabupaten Lampung Tengah)’’, Tahun 2022 Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Faklutas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung.13 Dalam skripsi penulis hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah 

berpendapat bahwa surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur pernikahan selama masa 

‘iddah istri adalah saran dan tidak perlu diikuti dalam situasi di mana rujuk tidak 

dapat dilakukan. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang 

                                            
13 Habib Nur Faizi, “Tinjauan Hukum Islam Tehadap Pernikahan Pasca Surat Edaran 

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih 

Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 

2022. 
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Pernikahan dalam Masa ‘iddah Istri, pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dianggap sah 

dan tidak melanggar hukum Islam, berdasarkan diskusi tentang rukun dan syarat 

pernikahan serta pendapat beberapa ulama tentang masa ‘iddah laki-laki. 

Skripsi yang ditulis oleh Sukma Pandu Aji dengan judul “Respon Penghulu 

Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa 

‘iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten 

Purbalingga)”, Tahun 2023 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.14 

Dalam skripsi penulis meneliti tentang perkawinan dalam masa ‘iddah istri ini 

merespons dengan cara yang sama. Para penghulu setuju untuk mengikuti 

peraturan yang tercantum dalam surat edaran tersebut, ini berarti bahwa suami 

tidak boleh mengawini wanita lain sebelum masa tunggu istrinya selesai. Studi 

menunjukkan bahwa penghulu di tiga lokasi penelitian memiliki kesensitifan 

gender. Setuju, para penghulu menolak pernikahan seorang laki-laki yang mantan 

istrinya masih dalam masa tunggu. Penulis menambahkan Dalam menerapkan isi 

Surat Edaran Kementerian Agama ini, terdapat kesamaan dan keselarasan, yaitu 

mereka menerima atau menjalankan isi surat edaran yang melarang izin kepada 

suami yang hendak menikah meskipun waktu tunggu istrinya belum selesai. 

Menurut pendapat peneliti, ketentuan surat edaran ini tidak dapat serta merta 

digunakan sebagai dasar hukum untuk melarang seorang laki-laki menikah 

                                            
14 Sukma Pandu Aji, “Respon Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama 

Tentang Perkawinan Dalam Masa ‘Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama 

Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 

Purwokerto: 2023. 
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kembali dengan perempuan lain selama masa ‘iddah mantan istrinya. karena surat 

edaran tidak termasuk dalam hierarki undang-undang. Surat edaran tersebut 

mencakup peraturan menteri, yang lebih rendah dari pada Undang-Undang Dasar 

1945. 

Skripsi yang ditulis oleh Juliani Putri Utami dengan judul “Implementasi Surat 

Edaran Dirjen Bimas Islam NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang 

Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)”, Tahun 2023 

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.15 Dalam skripsi penulis meneliti 

tentang Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-

005/DJ.III/Hk00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri di KUA 

Ujan Mas dilaksankan sepenuhnya. Pihak KUA Ujan Mas menginformasikan 

kepada Kepala Desa, Majelis Ta’lim, Kegiatan Agama Ujan Mas, serta secara 

langsung kepada masyarakat. Karena surat edaran tidak memenuhi syarat sebagai 

standar hukum, surat edaran termasuk dalam peraturan menteri, yang lebih rendah 

daripada Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Surat Edaran Dirjen 

Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam 

Masa ‘Iddah Istri tetap berlaku karena diakui oleh undang-undang tetapi tidak 

memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. 

Jurnal yang ditulis Khairul Umami dan Aidil Aulya yang berjudul “Kontruksi 

‘Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

                                            
15 Juliani Putri, “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO:P-

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan 

Mas)”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup: 2023. 
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005/DJ.III/HK.007/10/2021), Volume 38 Nomor 2 Tahun 2022.16 Dalam jurnal ini 

penulis meneliti Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 

005/DJ.III/HK. 007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa ‘iddah istri, Pasal 3 

menyatakan bahwa pria yang telah meninggalkan istrinya dapat menikah dengan 

wanita lain setelah masa ‘iddah istrinya selesai. Dengan kata lain, masa tunggu 

sebelumnya hanya diberikan kepada istri, tetapi sekarang juga diberikan kepada 

mantan suami. Namun, ketentuan ini berlaku umum untuk semua situasi. Dengan 

menggunakan teori mubadah, analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa ‘iddah istri 

ditemukan. Hasilnya menunjukkan bahwa masa tunggu bagi mantan suami 

memberikan kesamaan dan kesalingan dalam arti, tujuan, dan hikmah masa 

tunggu. Selain itu, masa tunggu memberikan manfaat baru untuk pemakanaan dan 

ketentuan yang terkait dengan ‘iddah. 

Ada perbedaan antara rencana penelitian ini dan penelitian sebelumnya, seperti 

yang dapat dilihat dari penelitian sebelumnya. Untuk persamaannya, penulis 

meneliti masalah yang berkaitan dengan Surat Edaran dan masa ‘iddah. 

Berdasarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang 

pernikahan dalam masa ‘iddah istri, penelitian ini akan mengkaji perbandingan 

pemikiran atau pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan 

Tulungagung. 

 

                                            
16 Khairul Umami dan Aidil Aulya, “Kontruksi ‘Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen 

Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)”, Jurnal Ijtihad, vol. 38, no. 2 (2022). 
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E. Kerangka teori 

Dalam konteks penelitian ini respon para tokoh MUI akan dikaji dengan 

menggunakan teori interpretasi perbandingan hukum guna mengetahui 

pertimbangan metodologis masing-masing respon terhadap keberlakuan dari 

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang 

Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri.  

Interpretasi hukum merupakan konsep yang memberikan penjelasan lengkap 

tentang teks undang-undang agar ruang lingkup metode dapat ditetapkan 

sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah cara atau 

alat untuk memahami makna undang-undang. Pembenarannya terletak pada 

kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit, bukan pada 

kepentingan metode itu sendiri, yang harus dipelajari berdasarkan hasilnya. 

Penafsiran perbandingan dengan membandingkan hukum lama dengan hukum 

positif yang berlaku saat ini, serta antara hukum negara dengan hukum negara lain 

dan hukum kolonial, istilah tafsiran perbandingan digunakan.17 

Kemudian perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, 

hukum pidana, atau hukum tata negara. Ini ditunjukkan oleh istilah perbandingan 

hukum, bukan hukum perbandingan. Memperbadingkan di sini adalah mencari 

dan menunjukkan perbedaan dan kesamaan dengan memberi penjelasan dan 

meneliti bagaimana fungsi hukum dan yuridisnya digunakan dalam praktik, serta 

faktor non-hukum yang mempengaruhinya.  

                                            
17 Enju Juanda, “Kontruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum”, Jurnal Ilmiah Galuh 

Justisi, Vol. 4, No. 2 (September, 2016), hlm. 162-164. 
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Menurut Bardawi, perbandingan hukum digunakan sebagai metode 

perbandingan antara dua atau lebih sistem hukum. Oleh karena itu, dalam kasus 

di mana ada lebih dari satu sistem hukum, mereka dapat membandingkan satu 

sama lain untuk mencapai kesimpulan hukum yang didasarkan pada beberapa 

sudut pandang hukum untuk mencapai titik kebenaran hukum dari masing-masing 

sudut pandang. 

Perbandingan hukum bukanlah sekadar mengumpulkan undang-undang dan 

mencari persamaannya. Tujuan paling penting dalam perbandingan hukum adalah 

pertanyaan seberapa jauh undang-undang atau aturan tidak tertulis itu diterapkan 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, mencari perbedaan dan persamaan dalam 

perbandingan hukum dapat menemukan bahwa, selain banyaknya perbedaan, juga 

banyak kesamaan.18 

 

F. Metode penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian kualitatif karena jenis 

penelitian ini memiliki kemampuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah field research yaitu jenis penelitian ini dikenal 

sebagai penelitian lapangan yang bertujuan menunjukkan realitas atau sudut 

pandang informan atau narasumber yang ditemui dan dalam penelitian ini 

                                            
18 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), hlm. 

3. 
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informasi yang dikumpulkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan 

Tulungagung digunakan untuk menunjukkan kenyataan atau perspektif 

informan. 

2. Sifat Penelitian 

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menunjukkan 

tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung terhadap 

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 

Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri. Selanjutnya, hasil wawancara 

akan dianalisis dengan menggunakan kepastian hukum yang merupakan teori 

untuk menentukan tanggapan dan maṣlaḥah. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan yuridis-normatif, 

yang merupakan definisi dari teknik yang digunakan untuk membuat gambaran 

tentang subjek yang diteliti berdasarkan data dari narasumber. Dalam hal fokus 

kajian peneliti dilihat dari segi respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang 

dan Tulungagung terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-

005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dan sedalam mungkin selama 

penelitian berlangsung, alat pengumpul data utama, yang dibutuhkan oleh jenis 

penelitian yang dilakukan peneliti, adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan 

pihak lain. metode pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara kepada 

tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung selaku 
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narasumber dalam penelitian ini, selain itu juga library research atau penelitian 

kepustakaan dengan melibatkan penelitian terdahulu. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data penelitian tentang 

peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dan responden melalui 

komunikasi langsung.19 Tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di 

Jombang dan Tulungagung diwawancarai untuk mengumpulkan data 

penelitian ini. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan atau pekerjaan seseorang tentang sesuatu dalam 

konteks sosial yang mengumpulkan data tentang variabel seperti foto, catatan, 

buku, arsip peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan 

lainnya. Saat mahasiswa melakukan penelitian di lapangan, dokumentasi 

dilakukan untuk menyediakan bukti yang kuat. Dokumentasi dalam penelitian 

ini berupa foto penulis dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan 

Tulungagung terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-

005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri. 

5. Sumber Data 

Mengenai sumber data yang menjadi penelitian ini, peneliti menggunakan data 

primer dan data sekunder 

a. Data Primer 

                                            
19 Muri Yusuf, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan), (Jakarta: 

Prenada Media, 2016), hlm. 373. 
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Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan para tokoh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung. Sumber data 

primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan 

dokumentasi yang kemudian di olah oleh penulis. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dapat berasal dari buku, artikel, jurnal, dan publikasi lain yang 

berkaitan dengan topik ini karena mengandung informasi yang telah 

dikumpulkan dan diproses. Selain itu, data dari penelitian sebelumnya, buku-

buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan surat edaran tentang ‘iddah dan 

Kementerian Agama dapat digunakan jika infoman tidak tersedia. 

6. Analisis Data 

Menurut Nasution, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, 

dan menemukan pola atau tema dalam data dengan tujuan untuk memahami 

maknanya.20 Dalam penelitian kualitatif, ada banyak jenis analisis data yang 

dapat digunakan. Namun, setiap analisis yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif selalu bergantung pada analisis data yang dilakukan selama penelitian 

berlangsung. Menyusun dan mengumpulkan data yang sudah diklasifikasikan ke 

dalam tema atau sub-bab yang akan disajikan atau dianalisis adalah cara analisis 

data kualitatif digunakan. Setelah itu, diberikan kerangka penelitian dan 

penjelasan menyeluruh. Setelah semua rangkaian kerangka metode penelitian 

selesai, langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Analisis kesimpulan 

adalah tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung 

                                            
20 S. Nasution, Metodologi Penelitian Dasar (Bandung: Bumi Aksara, 2014), hlm. 72. 



 

 
 

19 

terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-

005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri 

adalah tujuan dari penelitian ini. 

 

G. Sistematika pembahasan 

Penulis akan memaparkan pembahasan secara sistematis untuk mempermudah 

penulisan skripsi dan memberi pembaca kerangka penulisan yang jelas dan 

terstruktur untuk memahami penelitian yang disajikan dengan lebih mudah dan 

efektif. Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu: 

Bab I berisi pendahuluan dan beberapa sub bab, termasuk penegasan judul, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi gambaran tentang pengertian maṣlaḥah mursalah, gambaran 

‘iddah menurut hukum islam dan peraturan Perundang-undangan, dan 

pengaplikasian maṣlaḥah mursalah dalam Surat Edaran Nomor: P-

005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri.  

Bab III berisi tentang gambaran tentang Surat Surat Edaran Nomor: P-

005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri dan 

respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung. 

Bab IV berisi analisis yuridis-normatif terhadap respon tokoh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung sebagai respon terhadap Surat 

Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 

‘Iddah Istri. 
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Bab V berisi penutup yang berupa kesimpulan yang dimuat ringkas dan saran 

dari kekurangan penelitian ini untuk dipertimbangkan dalam penelitian.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian tentang respon Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung serta metode yang mereka 

gunakan dalam menanggapi Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-

005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 mengenai Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri 

adalah sebagai berikut: 

1. Para tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung 

memberikan respon yang bervariasi terhadap Surat Edaran Kementerian 

Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 tentang Pernikahan Dalam 

Masa ‘Iddah Istri. Sebagian tokoh MUI menyetujui Surat Edaran tersebut 

karena dianggap sesuai dengan kaidah maṣlaḥah mursalah, yang bertujuan 

untuk melindungi perempuan dan menghindari tindakan sepihak oleh suami. 

Mereka menekankan bahwa pernikahan dalam masa ‘iddah tidak perlu, 

dikhawatirkan akan menyebabkan pernikahan poligami terselubung, karena 

hak suami untuk berpoligami sudah diatur dengan syarat keadilan. Namun, 

ada juga perbedaan pendapat di kalangan MUI, seperti yang disampaikan oleh 

K.H. Anang Muhsin, yang menekankan perlunya mempertimbangkan kaidah 

ushuliyah lainnya dan mengkritisi pandangan bahwa masa ‘iddah suami tidak 

diatur dalam agama. 
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2. Metode yang digunakan oleh para tokoh MUI Jombang dan Tulungagung 

dalam menanggapi Surat Edaran ini bervariasi. Mayoritas menggunakan 

pendekatan kaidah ushuliyah, khususnya maṣlaḥah mursalah, yang 

menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap perempuan. Mereka 

cenderung melihat kebolehan pernikahan dalam masa ‘iddah dari perspektif 

normatif yang tekstual, mendasarkan pada ayat tertentu tentang bolehnya 

poligami dan hak suami. Di sisi lain, ada juga yang mengusulkan penggunaan 

kaidah ushuliyah lainnya seperti baraatur rohmiha, yang mempertimbangkan 

fakta bahwa laki-laki tidak hamil dan secara fikih boleh menikah lagi setelah 

perceraian. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman dalam pendekatan 

dan interpretasi kaidah ushuliyah di kalangan MUI terhadap teks agama dan 

kebijakan kontemporer. 

3. Secara keseluruhan, pernyataan yang diberikan oleh setiap tokoh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Jombang dan Tulungagung dalam setiap responnya 

melibatkan unsur-unsur atau prinsip peraturan perundang-undangan dengan 

landasan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

memberikan dampak kemaslahatan. Begitu pula keterlibatan teks-teks 

normatif atau teks-teks keagamaan berupa penggunaan ayat al-Qur’ān dan 

kaidah fiqhiyyah dalam mendukung argumentasi atau respon yang diberikan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan bahas dalam 

beberapa bab sebelumnya, berikut beberapa saran yang dapat diberikan terkait 

penelitian ini: 
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1. Penelitian ini bisa dilakukan kembali dengan syarat harus di daerah yang 

berbeda atau penelitian ini akan lebih baik dilanjutkan oleh peneliti 

selanjutnya jika mengkaji tentang efektivitas dari pemberlakuan Surat Edaran 

tersebut dengan observasi bagaimana para pihak yang telah melakukan poin-

poin dalam Surat Edaran tersebut. 

2. Disarankan untuk menggunakan metode penelitian lapangan yang melibatkan 

tokoh masyarakat, ulama, dan pemerintah lainnya untuk melihat bagaimana 

kebijakan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari, khususnya bagi 

perempuan yang berada dalam masa ‘iddah. Hal ini akan membantu menggali 

berbagai perspektif dan memperoleh data yang lebih kaya serta mendalam 

mengenai implementasi dan dampak dari Surat Edaran tersebut. 
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